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MEMUTUSKAN.

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA LAYANAN
” INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BOGOR,

| BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Walikota im, yung dimaksud dengan
1. Daernl adalah Kota Bogor.

2 Pemectintah Diernh adalah Walikota dan porangkat dacraly sebagai unsur
penvelengsgnra pemerintahan daerah di Rota Bogor,

3. Walikota adulah Walikota Bogor.

4. Otganisasl Peranghkat Dacrah solanjutnya dismgkat OPD adalal Organisasi
Peringkat Daerab di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

5, Unit Kerja adnlah safuan organisasi perangkat daerab yatig ada di
lingkungan Pemerintah Kata Bogor.

. Informigst udalih keterangan, pernyatasn, gogasan, dan tanda-tanda yang
mengandung milai, makon, dan pesan, baik date, fakis  maupun
penjelasannya yang dapnt dilihat, didengar, dan dibacs, yang disajikan

dalam  herbagal kemasan dan formal seswan dengan  perkembangan

teknologl informasi dan komunikes setara elektronik den o elektronik.

7. Informasi Publik adalah informas) yang dihasikan, disimpan, dikelolu,
dikirim, dan/otau ditenimg oleh Pemerintah Kota Bogor yung herkaitan
dengan  penyelenggars  dun  penyelenggaraan  negara dan/atnu
penyelenggara dan penyelengaraan Pemerintah Kdtl' Bogor luinnya, serta
informas: lnin yaog berkaltan dengan kepéntingan piiblik.

8. Peluyanan mfocmas: adalah jasa yoang diberiknn pleh Pemerintah Kata
Bogor keparda masyammkat penggurna informasi.

9, Akses informuasi adalah kemudaban viing diberikan kepudu seseoring uiau
musyvarakat utitik memperoleh infarmasl publik yang dibutuhken.

10.Dokumen  adatah data, caatan  dan/atau  keternngan  vang  diboat
dan/atau diterima oleh Femerintah Kots Bogar dalum rangka pelaksanan
kegintannya, baik tetulis di atas kKertas atau sarana lainnya maupun
terekim dalam bentuk apapun, yang dapat dilthat, dibica atit didiEngar.

Il Dokumeitasi  adalnh  pengumpuian,  pengolahan,  penyusunan  dan
pcnb:‘:‘nmtan* dokumen, data, gambar dan suam untuk bahen informasi
publik,

12 Komisi Informasi adplah lembagn fnandin vang berfungst mesjulnnkan
undung undang dan peraturan peluksanean, yrng menctapkan pefun)uk
teknis standoar lanyanon informast pubiik dan menyelesaikan sengketn
mformasi publik melatui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitgssi

13.Atasan PPID adalgh pejabat yang merupakan atasan langsung PRID poda
OpPD. B



1% Pengelolssan  Dokumen  adalah  proses pehsixm;mlpn. pEnRyusannn,
penyimpanan, pemelibaradn, penggunean dan penyajian dokumen secars
SIstemntis, '

15 Pefubmt Pengelola Informass dan Doleumentasi selamjuinya disebar PPID
adalah  peiabat  yang  bertyoggungiovah  di bidang  penvimpanan,
pendokumentusiin, penyedivan, dan/atau  pelayanan  informasi  pada
lihgkup Pémerintah Kote Bogor.

16.Pejabatl Penpeloln Informasi dan Dokumentosi Pembantu selanjutnyn
disebnit PPID Pembantu adalah pejabat yang twmm?ungmwah di hdang
penyimpasnan, pendokumentusian, peayedisan, dan/atau  pelayanan
Informasi pada setiap OPD

17 Penggunn mformasi publik adalsh omng) badian  yang  mengsunilon
informas) publik

18 Pemohon informast publik adalnh wanga negsra dun/atay badan hukum
Indonesia vang mengajukit permintiin informast pubilk.

19.Uj1 konsekuensi adaiah perimbangan dengan seksama dan  penuhb
ketolitian tentang dampak atau akjhat yaug akan tmbul spabila s
informasi dibuka dan/ atau sdunys kepentingan publik vang lebih besar
vang hirus dilindungl dengan menutup sustu informasl pubilik

20.Senghkota Informas: Publik adalah sengketa yang terjudi antary Hadan
publik dan pengguna informas publik yang  berkaitsn  dengan  lak
memperleh  dan menggunakan,  informasi  berdasprkan ketentuan
perturan perundang-undangan.

dLMediast wdalah penyelesatar sengkota informinsi publik antara para pibiak
melaiu) bantuan mediator Komisi Informasi Jawa Barat

22 Ajudikand aditlah proses penvelesaion sengketa informasi publik antara
pars pihik vang diputus oleh Komisi Informasi Jawa Barat,

A3.Publikisi aduiah kegiatan komunikasi melulul penyebaran informasi dan/
atau peagumamaan / POTTIVa AN untuk memperkennlkan /
mempromosiken kebijakan dan/ atau program pembangunnn i berbugai
medss,

49 Medin internal adiuh media komunikasi dan infarmasi bafk eetak maupun
clekirpmk yang dimitiki dan dikeldla oleh Pornerintuh Kota Bogor.

25 Media ekaternal adalah alat dan/ atau serans komunikes) masss yvang
meliputi medin cetak, media elekitonik, maupun medio luar vang dimilik
dan dikelola olel masyarmkat dan swasta,

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pemnuan Wallkota ini dimaksydkan sebngai nouan bagg -
a. penetapan PPID dan PRID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kata
Bogor,
b. setinp OPD/Unit Kerjo dalam pengelolnan dan pelavinan itformasi

publik,
4



(2}  Peraturan Walikots inl bertujuan untuk menpmgkatkan pengelolian dan
pelayanun informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kotu Bogor.

Bagian Kodua
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingikup Peratarn Walikom i terdirs dars:
Jemis informnst publik;
PPID dan PPID Pembantu;
tota carn pengelalnan pelavanan mformasi din dokumentasi;
it cara pengelolasn keberstan;
mekutiiame pengeloluan informasi
pembiayasn; clan

pelaporar.

* P oan T F

BABIN
JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Jenin informas publik werdir: dar :
a. informasi yang wajib disediakan dan divmumkan, melipiti :

1. informasi vang wajib disediakan dan diumumbkan sccara berkalad

2. infarmasi vang wajib diomumkan secarm serta mertag:dan

3. infarmasi vang wajib tersedin setinp saat.
b, informasi vang dikecualikan,

Bagian Kesatu _
Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Pasal 5

(1) Setnp Informumi vang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
cimnksud dalam Pasal 4 huruf a, bersifar werbuka dan dapat dinkses
pieh setiap pengguna informas: publik.

12} Informasi pablik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh
setiap pemohon informasi publik dengan cepnt dun tepat wakiu, bisya
ringhtl dan cara Sedethann.

_ Paragraf 1
Informasi Yang Wajib Disedinkan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 6

(11 Informasi yang: walib disedinkan dan dinmumkosn secarn  berkaln
sebagaimnns dimaksud dalam Pasal 4 hurof a angka |, dilekpkan
selambat-tambatnya 1 (satu) kadl dalam setahun,

1



12).

Informasi sehagaimana dimaksud pacda syas (1), meligui :

i,

informuast tentang prolll Pemerititah Dabrih, yang meliputi;
L imformasy tentang  kedudukan  atan domisih  beserto  alamat

lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
fungsi Pemerintah Daeraky;

2 stritktur organisssi, gambaran Umudm ‘setiop satuan Kerjp, profil
singkat pejabat strukiural

asan informasi tentang program  dan/atau kegatan vang
dang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah yang sekurang:
kumngnya terdiri atas:

1. namn program dan kegatan;

2. pensnggunginwaby, peloksana progrim dan kegintut serta namor
telepon dan/athu alamat vang dapat dlhubungl.

G, terger din fatnu capuian progeam dan kegintarn:

4. jadwal pelaksannan program dan Kegintan;

S, angaran program dan kegintan vang  meliputl sumber dan
Jutmilah;

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Doerah;

7. informasi khusus lainnye yang berkaitan longsung dengan hak-
Ntk musvnrait;

8, informasi tentang penerimaan calon pegawal dan/atau peiabat
Pemerintaly Daerah;

9, Informast  tentang penerimaan  calon pesorta didik  pady
Pemerintah Daeratl yang menyeledggaralcan pendidikan untuk
LT

ringkasan informasi tentang Kiners  dalam liogkup Pemerintith
Daerah berupa narasi tentang realisasi kegiatan vang telah maupun
seding dijalankan beserta capaidnnys;

ringkasan laporan keuangan/Aanggaran Pendapatan dan Belanjs
Daerah Kota Bogor yang sekurang-kurangnys terdiri atas;

1. réncana dan laporan realisasi anggaran;
PRI

2.
3, laporan arus kas dan catatan atas lsporan keusngan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang bedlak,

4. daltur aset dan invesiasi,

ringkasan laporan akses informasi publik:

I jumish permohonan informasi pubilik yang diterimao;

2 wasktu yang diperfukan dalam mernenuin setiap  permohonan
informasi publik;

3. jumlal permohonan informasi publik yung dikibulkan baik
sebngian diay sclurubinya dan permohotian informasi publile yang
ditalak;

4. dlysan penolakan informas pu,b!ik..
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(2)

{4

I informusi tentang peraturan, keputusan, dan/aten kebijakan yang
mengikat dan/dtad berdampak bagi publik yung dikeluarkan, oleh
Pemerinial Dadrah yang sekirang-kirangnvi torditi atas:

L diftar rancangan don tahap pembentukan peraturan perundang-
undangan, kepiitusian, dan/atal kebijakan vang sednng dalam
proses pembustan; ' ' '

2. daftar peratUrin peruridang-undangan, keputusan, dan/atiu
kebijakan yang telah disalikon atuu ditetapkan.

g informasi tentang hak don tata cdrm mempersleh informasi publik,
pengajuan keberntan, proses penyelesaion sefgketa informasi publik
dian pihak-pihak yang bertanggungiawab untuk dapat dibubung:

ho informasi tentang taty card pengadunn penvaluhguriaan wewsnang
atay pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejnbat Pemerintah
Daerah maupun pihak yang mendapptkan zin atau perjanjian keria
dari Pernerintah Daerah;

i. informasi entang pengamuman pengadaan barang dan juso - sesuai
dengan ketentusn peraturan perundang-undangan;

j. Infarmasi tentang prosedur permgatan dini dan prosedur evikias

keadaan danirat di setiap kantar Pemerintuh Docrab,

Paragraf 2
Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 7

Informasi vung walib diumumkan secars serta merta scbagaimans
dimolksud dilem Pasal 4 huruf 4 angka 2, merupakan informasi yang
dapit meagancam hijat Nidup drang banyak dan ketertiban umum,

nformasi schagaimann dimaksud pada ayar (1), disampuikan dengir
carg yang mudah dijangkau oleh masysrakat dan dalam bahoesa vang
muelish dipahami.

Informiasi sebaguimanea dimaksud pade ayat (1), antara lsin

w Informasi tentang bBencana alin séperti  kekeringnn, kebikimn
hutan, hama penyakit tmnaman, epidemik, wabah, kejadlon lwar
bimsa, hanjin, longsar, kejadian antarikss atau benda-benda ungiaso;

b. Informusi  tentang  keaduun  bencana  non-wlsm  seperti - myklir,
kegngnlan industri atad (eknologl, ‘dampek indusiel, pencemaran
lingkungun dan kegitan keantariksaan;

¢. Infarmasi tentang bencano sosial sepprti kerusuhan sosial, konflik
susial antar kelompok atau antar kemunitas masyarakat dan teror,

d. Informust tentang jerlis, persebiaran dan daesah yang menjadl sumber
penyakn vang berpotensi menular;

¢. Informasi tentung rocun pads bakan makanan yang dikonsumsi aloh
musvarakal; dian/otan

o Informasi tentung rencana gangeng terhadap utilitds pulblig,

Stundar pengumuman informasi sehagaimana dimaksud pads oyt (1)

selurang-kunmngnys meliput:

oo potenst bahoys dan/atau besaran dampak yang dapat ditlmbulkan;

?
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pitutlc-pibiak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum
maupan pegawit  Pornerintall Daordh vang meforima izin  atau
perjanjian kerja dart Pomerintol Dacrah;

progedur dan tempat evakuasi upabila keadaon dorurat teradi;

cura menghindatl bahaya din/ataw dampak vang ditimbulkan;

Gira mendapatkan bantuin dare mhak yang berwenang:

pihak-pihak  yang wailb mengumumbin  informasi yang  dapat
mengancam hajnt  hidup erang banyuk dan ketertiban umum;

ta card pengumuman informnas: apabily keadean darurst terjudi)
upayis-upiya yang dilakukan oleh Pemertnrab Daerah dan/atau
pihak-pihak yang berwesang dalam menanggulangl bahaye din /atau
dampak vang diritnbiilkan, .

Setipp  OFD  wagib mematuhl  pelaksanaan  standar  pengumuman
informasl sertp merta dan memastikan pelaksanasaynya oleh pihak yang
menerima t2in dan/atan melakukan perfanjlon keris,

_ Paragraf 3
Informusi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 8

Femermituh - Daeralh telalil OPD/Unit  Kerja  wajibh  menvediikan
informasi puhlil setisp saat vang sekurang-kurdngnys terdlel ntas

Daftar informaps publik ppda OPD/Unit Kenja terkait yang tdak
termasuk informasi yang  dikepualikan, yang sekurang-kurang
nemaal e

Lo namaor;

2. ninghssun 151 informast,

3. pejitbint atau OPD/Unit Kerja yang mengussial informasi;

4, penangpungjawab pemblstan atay penerbitan informasi;

5, waktu dun tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang torsedin;

7. jangkn wakiu penyimpinan atan retensi srsip.

Informasi tenfang Peraturan Daerah, Perntyran Walikata, Kepurusan

Walikata dan/atau kebilakan Pemerintah Daerah yang mengikat dan

berdumpik bags publik, yang sekurang-kurangnya terdint atas;

L. dokumen pendukung seperti naskah akademnis, Kajian  atay
pertimbangan viang mendasari terbitnyn peraturan, keputusan
atay kebitjalean tersebut,

2 musukur-masukan darl berbagad pihok atns pernturan, keputusan
atay kebijakan teriebut

3, risaluly rapat darf proses pembentukan peraturmn, Kkeputusan

Kebijakan tersebut;

. mancangon peraturan, keputusan atau kebijakan wersebut;

S0 hap peramusan peraturan, keputoson atau Kebijokon teeselut

peraturan, kbputusan dan/atdd kebijakan vang telah titerbitkun.

-
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selurub informast lengkap yang wajib disediskan dan diumumkan
secara berkaly uclmgummnn dimaksuc dalim Pusal 6,

. informms|  tentang  organisasi, admimstras, kepepnwalsn  dan

¥cuangan, yang antara lain:

(1) pedoman  pengelolaan  organisasi, administrasi, personil dan

- keuungin;

(2) profil lengkap pimpinan dan pegawal yang meliputi nama, sejamh
karir stau posisi, sejurab pendidikan, peoghirgaan dan sanksi
berat yang pernah diterima;

(3] sngegnran Pemermiah Daerah secara umiom maupun gnggaran
seeary khusus umt pelaksang teknis serta laporan keuangannyiy

(4) data stavistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Dierah.

surat-siirat  perjanjian Pemerintah Doerah dengan pihak  ketiga

berikut dokumen pendukungnys;

sural menyurat pimpinan atau pejubial Pemenintall Dacnah dalam

rangka pelaksnnadn tugas pokok dan fungainya;

Syaral-syarat perzinan, = yang diverbitksn dan/atau dikeluarkan

berilut dokumen pendukungnyn, dan laporan penatapn izin yang

diberikan;

data perbdéndahatrnan atouw inventars;

rencany strategis dan rencana kerja Pemenintah Daerih;

agenda kerja pimpinan OPD/Unit Ketja;

Informas: mengennd kegatan  pelayvanon  informes)  publik  vang
tilaksanakan, samna den prasarang layanan informasi publik yang
dimiliki beserta koadisinyn, sumber dayn manusia yang menangani
lavanan informasi publik beserta kualiﬁklm(nya. anggaran layanan
informasi pubilik serta laporan penggunanaannya,

fumiah, jems, dan gumbaran umum pelanggaran yang ditomukan
dalam pepgawasan internal serta laporan penimdakannya

Jumlah, jenls, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan

oleh masyarakat sertd lnporun penindakannya,

1. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukang

q.

informasi publik lain yung wlah dinvatakan terbuki bagh masyarakat
berdasarkan mekanisme keberntan dan/atsu penyelesaian sengketa
melald gugatin ke pengedilan dan Kasosi dinvatakan  sebagai
Informiani publik yang dapat dinkses oleh penguuna informasi publik;

wformas)  lentang standar  pengumuman informasi  schagaimnna
dimaksud datwm Pasal 7 bagi Pemerintah Daerah yang memberikan
fmin dan/stau melakukan pedanilan Kerja dengan pihak lain vang
kegintannya berpotensi mengancam hajot hidup orabg bonyak dian
ketertibiafr umumg

informasi dan kebijakan ynng disampailan pdjabat  Pemenmiah
Daeral dalam pertemuan yang terblika untuk dmum,

Daftur infermasl publik sebagaimann dirmaksud pads mvel (1) tereanturm
dalam Lampiran [ Peratuean Walikom mi.



Pasal 9

Setiap informasi publik yang dikecualikan sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 hural b, merupaksn:

oL informisi yany bersifat mhosin sesual denghn  peraturan. perundang-
undengan, kepatutan dan kepentingan umeun;

b, mformasi vang didusarkon pada penguiian atas Konsekuensi yang timbul
apubila susty informasi  diberiken kepada masyarakal serta setelah
dipertimbangkun dengatt scksama  behwa dengin menutip  informasi
publik dapat melindungl keépentingnn  vang  lebih  besar  duripads
membukanyn atay sebaliknya,

Pasal 10

(1) Pemerintaht Dacrab wafiy membuks aksés informas) publik bagi sethip
pemohon  informasi publik, kecuall informast yang  dikeouallkan
sobagmimana  dimmar  dalam  Undang-Undang Keterbukooan  [nformas:
Publik dengan memperhatikan prinsip ketat, tefbatas dan bdak muflak.

(2)  Prinsip ketot, terbatas dan tiddk mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayst (1), mempunyal pengertian sebagal berikut:

a. Ketat, arunya antuk mengptegorkan imformust yvang dikecualikan
harus  benar-benar mengaow  pada metode  yang: vabid  dan
mengedepankan obyeknvitas,

b, Terbawys, urtinya informasi vang dikecualikan harbis @rbatas pade
imfurmusi terteitia untuk menghindarl peaifsirmn vang subyekul dan
kesewenangan;

o Tidak mutlak, artinys tidak ada informasi yang secars mutlak
dikectnliknn  Ketikn  kepentingan  publik yang  lebih  begar
inehghetdalinya. ’

Pasal 11

Unformasi yang dikecualikan sebagaimany dimaksud dalam Pasal 10, meliputi ©
a Informasi Pubhik vang apabila dibuks dan diberikan kepads Pemobon
Informasl Publik depat ménghombat proses peoegakan huloam, yaity
informiasl vany daplit:
1. menghambat proses pgnyclidikan dan penyvidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, suksi, dan/atau korhan
vang mengetnhui pdanyva tindok pidarnio;
3. Menpungkapkan dita mtelijen kriminal dan rencana-rencany yeng

berhubungan dergan pencegahon dan penangannn segala bentuk
kejithatan transnasional;

4. Membahidyakan  Keselurnator  doan kehidupan  petegak  hukum
dan fawe keluarganys; dan/ mtao;
5. membahayakan Keamanan perilatan, sarana, dan/athy prasarani

penegak hukun.
10



b Informasi Publik vang apabils dibuka den diberikon kepnda Pemohon

e,

Inforrmiast Publik  dapat menpgangey keperitingun perfindungan hak atas

dekuyunn imelekiual dan pedindungan duri persaingan Gstha tidak sshat

Informnsi Publik yang apabila dibuky  dan  diberikan kepada Pemchon
Informast Publik dapat membahayakan  pertahapan  dan  keamanan
negara, yaltu:

L. informess tentang: strategd, ntelijen, operisi, taktik Hofi teknik vang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanin dun kesmanan
negars, melipuau tahm;ﬂpcrmcannan. pelaksanaan dan pengakhiran
atau evaluast dalam kaitan dengan ancaman dari dialam dan luar
negeri;

2. dokumen yang memuat tontang strategi, intelijen, oporasi, teknik dan
taktik yang berkaitan dengan penyelenggarann system pertahanan dan
keamanan Negars yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran datau evaluas,

3 Jumiaks, kamposisi, disposisl, atau dislokasi  kekuhtsn  dan
kemampuan dalam penyelenpggaman sistem pertahanan den keamanon
negira setly rengana pengembangannys;

4 gambar dan dite tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau
instidus militer;
data perkiraan kemumpuan militer dan pertahannn Negarn lain verbatss
pacty sl ticlakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapit
membahavakian  kedaulatan Negara  Kesatuan Republik  Indonesia
dan/atau data terkait Kegasama militer dengan Negars lsin yung
disepukati dalam petjanjian tersebut  sebagaj rahasid dan  sangst
rahasia. '

6. sistem persandian Negam; dan/atay

7. wistem intelijent Negara,

Informnsi Publik yang epabila dibuke dan diberikan kepatda Pemohiy
Infarmasi Publik dapar mengungkapkan kekayaan atam Indonesia;

Informasi Publik yang apabils dibuka dan diberikan kzpuds Pemobion
Informiasi Publik, dapat merugikan ketahunan ekonomi nasional:

Lo rencane gwal pembelinn dan penjuslan mota unrig nasional ataud asing,
sahiam dan aset vital milik negara;

2, rencann Awal perubnhin nilai tukar, suku bungs, dan model operast
instilusi kewarigan,; -

3. remcann awal  perubahan suku bungs bank, pmjaman pemerintaiy
perubahan pajalk, tarif, atpu pendapatan negara/ daerab lannya;

4. rehcana dwal penjublian atau pembelinn tanah atau properti;
5. rencana awal investast asing;

6, proses dan  hasil pengawasan perbankat, asuransi, atau  lembagn
Reuangan lninnya; dan/atau

7. hol-hal yang berkaitan dengan proses pencetulan usng.

Infurmasi Publik yang apabila dibuks dan diberikan kepada Pemohon

informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

U posist, dayn tawar dan strutes viing skan dan telih diombil vleh negars
dalam hubungannya dengan negesias) miernasionsl)

<y

11



h.

(1)

()

3.

4.

korespundensi diplomutik antarnegurs;

sisten  komunikas:  dan  persandisn  yang  dipergunhkan  dalam
menfalankan hubungan internasional; dan/atau

perlindungnn dan pengamanin infrastnikeur strategls indonesi di luar
negeri.

Informasi Publik yang spabila dibuka dapat mengungkapkan isi skt
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terukhir ataupan wasing

SERCOrang,

Informasi Publilk vang apabilis dibular day’ diberikan kephdi  Pemohon

3'
4.

- O

Informasi Publilc dapat mengungkap rabnsia pribadi] vaio:
1.
2.

rivayat dan kondisl anggota keluanga

riwpyat, kondist dan  perawitin, pengobatan kesehatan  fisik,
dan psikis:seseorang: '

kandial keuangun, gset, pendaputan, dan rekening bank sessorang;
basil-hasil evalunsi sehubungan dengan Kepabilitas, intelektualitas,
dan rekomendas: kemampusn sescorsing, don /sty

catatan yang menyangkut pribadi sesearang yang 'berkaitan dengan
kegiatan sutuan pendidikan formal dan sstuan pendidilean non-formal.

Memorandum. atoy surat-surit antar bedan publik @tau intel bodin
publik, yang menurut sifainys dirnhasiakon kecuali atas purusan Komisi
Informust atau pengadilon;

Informilsi yary tdak boleh diungkapkan seauid ketentuan |

~app

Pasal 12
Ttk termasuk dalgm kategon informast yong dikecualikan adalsh
informasi berikut
a4l putusin badan peradilan,

b. ketetapan, keputusan. persturan; surat edaran, stauptn bentuk
kebifjakann dain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat
ke dalam atatpun keluar serts perimbangan lembaga peneguk
hukum,

surat pesintah penghentian penyidikan wtau peountutan;

rencana pengeluaran tshunan lembags penegak hukum;

laporan keuangan tahunarn lembagh pencgile Hukum;

lnporan hasi| peogemnbalian wang hasi) korups:; don /o

g informasi lnin sebaghimana dimaksud dalam pasal 11 avat (2).

Tdak termasuk informasi yang dikecualikun sebagdimana dimuksud

dalam Pasal 12 hurud g dan huruf b, antara lain apoabily

a. pihak  yang rahasinnys diungkap  memberikin PErseTInn
tertulis; dan/stau

b pengungkapan berkaitan dengan posisi seseoting dalaii jileian-
Jabaun publik, '

12



{3

(4]

()

©)

()

(1

{2

(1)

(2}

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkars pidona i pengadilan,
Repals Kepolisian Republiic Indonesin, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah
Agung. Ketun Komisi Pemberantasan  Korupst, dan/ stau Pimpinarn
Lembaga Negara Penegak Hukum  lainnya yang  diberi wewenangan
oleh Undang-Undang dopat membuka informasi vang dikecunlikan
sebagaimang dimnksud datam Pasal 11 huruf o, buraf b, haruf ¢, huruf
o, huruf e, huraf f, buraf §, dan haraf .

Pembukanan informasi vang dikecualiken sehagaimans dimaksud pada
ayol (3] dilakukan dengan dare meéngajukan permintaan tzin kepads

Presiden.

Permintaan izin sebagaimuna dimakspd poada ayst () dan ayar (4) unwik
kepentihgan pémetiksaan  perkars perdata yang berkaitan dengan
keumngan atu kekaynan negars di  pengadilan, permintgan  izin
diajukan aleh Juksa Agung sébagni perigacara Negara kepada Presiden.

Itins tertulis sebagaimana dimaksud padi avat (3), ayut (4), dan dyat (3)

dibertkan oleh Presiden keprda Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Juksa Agung, Ketun Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga
Negars Penegnk Hukum lainnya, atay Ketis Mahkamab Agung.

Dengan mempertimbangkan  kepentingan pertahanan dan keamanan
Negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintann
informasi yang dikecunlikan  sebagaimana dimaksud pada ayat {3},
avat (4), dad ayar (5),

| BAB IV
PPID DAN PPID PEMBANTU

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13
Dalam pengelolaan pelayanun informesi publik dan  dokumeritasi di
ingkungan Pemerintsh Kata Bogor, dibentuk -
a. PPIR; dan
B PPID Pembantu,

PPID dun PPID Pembanty ditetspkan dengan Keputusan Walikorn,

PPID

Pasal 14

PPID sebapaimana dimaksud dalan Panal 13 huruf g, secars ex afficio
dijabal  Asistenn  Administrasi  Umum  Sekretiarist Daerah  yang
bertanggungiowab kepada Waliloti,

Ralam pelaksanann tugas PPID sehagaimanys dimuksud pada nyit (1),
dibantu oleh Baglan Hubungan Masyarakar Sckretariat Doerah Kotn
Bogor dan/atad pejabat fungsiona! atau petugis informasi,

1%



{1

(2)

(31

(4)

Pasal 15

PPID sebagnimuria dimoaksud dalam Pasal 14, mempunyii tugas,

.

b

B PR

melnkukarn uj konsekueasi terhadap informs publik;

mombuhias, menyelesaikan  dan  memutuskan  kebemtan  atns
pelavanan infocmasi;

mengkoordinusikun  dan mengkonsolidasikan  pengumpainn  babhor
informnast dan dokumentasi dar OPD di Llngkungxm Pemerintgh Kota

Bogar;

menvimpan, tnendokumentasikan, menyediokan  doan  ineimnberd
pelavanan informesi kepada publik:

mielakukan verifiknsi identitas pemohon dan behan informast publils
melpkukan permmutakhiran informasi dan dokumentasi;

menyedinkan  informasi dan  dokumentasi uniuk  diakses oleh
masynrakat;

membuat lhporan pelayanan informasi, yang mencakup

1. yumlah permohonan informost publik yang diterima;

2. waki yang diperfukan dalam memenuly setinp  permohonan
informasi publik;

3. jumlah permobonan informiési publik yang dilabulkan  balk
schagiun ataw selurubnyg dan permobonon informias: publik
yung divolnk;

4. alasan penolakan permohoaun informasi publik.

mempublikasikot  (nformast publik secitrd lsan mabpun  tulbn

melaha media mteraal dan eksternal,

plam meluksanakan uji konsekuensi sthagaimana yung dimaksud
parda ayat (1) hurot o, PPID dapat dibanti aleh tim yang dibentuk oleh
Wislikats,

Hasil up konsekuenst: terhadap  informasi publik sebagaimams yong
dimanksud pada aynt {2) yang dikecuslikan ditetapkon oleh Walikota,

PPID melnksnnakun fungsi:
a. penghimpundn informasi publik dari OFD/Unit Ketja' di Lingkungoan

b

Pemerintuh Kot Bogor,;

penataan dan penyimpanan informasi publik vang diperolel dari
OPD/Unit Keefis di lingkungan Pemerintah Kata Bogor.

Pasal 16

Dalam melsksanaknn tuges sebagmmana dimaksud dalam Pasal 15, PPID
MempPUNYa] WeWCTiing:

2

memintid dun memperdich informast dacd OPD di Lingkungan Pemerintuh
Kotu Bogor,

2. mepgkoordinasikan  peagumpulan,  pengelolasn,  pelavanan  senta,

pemeliharman  informasi dan dokumentasi  dengan PPID-Pembuntu
din/ansu Pejabat Fungsional;

14



i

12)

(1),

mendelegasikan  pemenuhyn  permintaan  informisi  kepada  PPID-
Pembanty;

menolak  memberikan  informnsi vang  dikecunlikan sesum  dengan
ketentudn peratiran perundang - undangan.

PPID Pembantu

Pasal 17

PPID-Pembantiy sebagaimana  dimaksud dalam Pasil 13 huraf b,
dibentuk untuk membantu PPID dalim peluyoanan rifarman publik dan
dokumentasi pada setiap OPD.

PPID-Pembantu melekut kepada jabatan :

&€,

b.

Sckrotaris pada Dinss, Badan, Satusn Polisi Pamong Praja, dan
Recamatan,

Kepula Sekesi TU pivda lingkap Kantor;

Kepala Bagion yang membidangi  kehumasan di Lingleungsan
Sekretarint Daerish dan Sekretariat DPRD Kota Bogor. '

PPID-Pémbaritiy sebagiumena dimaksud pada ayar (1), dibantu olch
pejabal lungsionnl den atan peragas informasi.

Pasal 18

PRI pembantu sebagrimand dimuksud dalam Pasal 17, mempunyal
tugyis

S

b‘

2

menakoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bihan
informast dan dokumentasi di mosing-masing OPD fermasuk unit
kerja terlkait;

menylmipan,  mendokumentusikin,  menyediakan dan memben
pelavanan informisi kepada publik;

menygharluaskan informasi  publik OFD)  muasing-masing  yang
meliputi:

1. informasi yandg wojib disedinkean din dicmumkan secara berkala;
2. miormost yang wajib jersedia sotiap suat

mempultikasilcin informast sebagaimana dimaksud puda huruf o
secart lisan matpun tullsan melalui media internal don ekesternal;
melnicukan verifikas) identitas pemohon dan bahian informasi publik

dan apabila dipandang perly dapal mengsjukan periinibangan

kepada PPID;
meldkukan permttikhivan informasi dan dokumentasy

menyediakan  informasi dan  dokumentasi untuk  diakses oleh
masyamkat;

mendats jumlah, jenis, dan pemshon informasi publik di Imgkup
OPD masing missing

1%



(2

)

Eoomembust daftar informasi-informasi terbuka dalum lingkup OPD
mosing-masing

] mcmbum laporan peloyanan informasi, vang mencakugp
L fumlah permohonan informasi publik yang diterima,;

2 waktu yvang diperiukan dalam memenuhl setiap  permohonan
nuormuas: pubilik;

3, jumliah  permohonan informasi publik yang dikabulkan baik
xehiaglin atuu sclurubinya dan permohonan informasi publik yang
ditolalk:

4. alasan penolakan permohonan informssi publik,
k. mendamping tim pertimbangan pada proses penyelesiman sengketas
informasi publik.
PPID pembanty meloksanakan fungs
a, peaghimpunan informasi pubilik di OPD masing-masing;
b, penataun duh penyimpénan informasi publik di OFD musing-masing;
e pelavanan permintaen informas) di OPD masing masing,

PRID pembantu dalam melaksannkan tugas dan fungsinys dibantu olch
pejabint fungsionn! dan fatay petugas informasi pada setiap Obp,

Pasal 19

Dulim melsksanakan tugas dan fungst sebagsimans dimuksud  datam
Pasal 18, PPID pembisntu mympunya wewenang -

aA

menugaskun pejnbat fungdional dan/itou petugas informuasi & bawih
wewenang dan koordinesmys untuk memboat, memelihars, dan Jatau
memutakhirkan  Daftar  Informas) Publik  secarn  borkals  sekurang-
kursngoya 1 (saty) kall dolam sebulan;

menolak permohonun informssi publik secarn tertQlis apabila infurmasi
publik yang dimohon termosuk informoeni yang dikéeualikin/ ralnsis
dongan diseriar wlosan serta pomberitahuean tertang ok dox tutan cora bagl
pemohon untuk meng@sukan keberatan atas penolakon tersehut,

BAB V
TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Buagian Kesatu

Pemohon

Pemaohon informani plblik harus mermplnyal persyiratan sebagnl berilout

mencantumkan identities yang sah; yaitu;

L. Fotakopl Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas Juin yang suh
dapat membuktikan Pemohof: adalah wirga negara Indonesia; atau

2. Anggaran dasnr yvang telah disahkon oleh Monteri Hukum dan He
Asasi Manusia dap telah tercatat di Berita Negora Repubik Indonesia
dilimn lis! Pemohon adaluh Badan Hukumn,

16



(1}

(2)

13}

(1)

(2

Surnt Kuusy darl fotokopl Kartu Tanda Pendudik pemberi kunsa dalim
hal Pemohon mewakili kelompok oring,

mencantumkan slamat domisili, email dan nomor telepon visng jelas;

menyampiikan secard  jefas jenis informus dan  dokumentasi yang
dibtuhkan: dan '

mencantumkan secara rinel maksud dan wjuan permohornan iforms
publik dan dokumentasi,
Prosedur Permohonan

Pasal 21

Informast publik di lingkungun Pemerintah Kots Bogor dapar diakses
meiahin prossdur permohanin informasi publik.

Permohonan informasi publik sebagaimana dimuksid poda ayat (1),

dilakukan secara tertully, dengan ketentuan

a. merggsy formulie permohionnn; dan

b. bisys pernlchan salinan; dan/stau penglriiah informasi  publik
apabila dibutahkan dibebankan kepndu pemohon informasi publik.

Formulir permobohan sebagaimina dimaksud pada ayan (2) husuf a,

sekurang- kumngavi memuat

a. nomor  pendaftaran yeng  diusi  berdasarkan  nomor  setelgh
permobomnan informasi publik di regstras:

bl nimig
alamat;
. pekerjaan;
nomor Lelepon e-mail;
rincian informast yang dibutuhkan:
tjuin penggunaan informasi;
 carn memperotet miormiar
carn mendapatkan salinan informasi; don

melampirkon salifian KTP atau tanda fdentitas lain yang masih
heriakw.

® ™poagn

o=

—

Pasgl 22

Setiap OPD mengenakan bisya schogaimana dimaksud dalom Pasal 21
vl (2} hiruf b Kepads pemohian untuk mendapatkan salinan Taformas
Publik seringan mungkin.

Biaya perolehan salinan tnformas: Publik vang terdisi atas:

o biaye penyalinan Informasi Publik;

b. biya pengirinian Informasi Pablik: dan
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(%)

(1

(2

(3)

(%)

c. bisys pengurisan lzin pemberian Informasi Publik yang di didiminys
terddapat informssi pihak ketiga.

Biava sebagnimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan berdasarkan
Pertimbangan standar Biaya yang berluku i pemerintah Kot Bogor,

Pasal 23

Setiap (PD mencwapkan tota cara pembayaran biayn perolehan galinan
Informass: Publik sesupi dengan pernturan perundang-undangan.

Tati cara pembayaran binva perolelian Informasi Publik sebagaimari

dimiksud pada avat | 1) adalih:

a. dibuyarkan secarn langsung kepada OPD i mats permobonan
dilakukan; atau

b, dibayarksn melalui  rekening  festhi | Pemenntah Kotao Bogor
berdasarkan peraturan perundieng-undangar,

o ditmyarkan sebelum pemphon mempernleh sulinun informasi publik

Dalam hal pembayaran secara langsung, OPD wajlb memberikan tunda
bukti penerimean pembiydran bisva perolehnn salinan informas) secarn
teriticl kepida Pemohon Informeasi Publik.

Seniap OPD wajib mengumumkan biays dun tata cara pembayaran
peralehan  salinan  Infarmngi  Publik  sesdal  dengan  tata ¢
pengumumon Informadi Pubilik Secarn berkaln.

Dalym hol permobonan informasi  publik  sebagaimans dimaksud  dalam
Pasal 21, PPID din/ stau PRID Pembantu wajib: '
a  melakukan  petcatntan permohonan’ mformoast publik dolam  register

b

permolionn;

memberikan  nomor pendaftaran  permohonidn vang telah diserahkan
melalui surat elektronile atmy pemohon duteng langsung, sebagul tanda
buktl permohonarn informasi puablik; ‘

Rogister permohonan sébpgaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kumngnya mermuat -

e S0 s LN -

nomer pendafltarmn permobionan,
rangenl permohonan;

nama pemivhon informasi publik;
aliumat;

pekenpan;

nomor Koritak;

Informast publik yaog dimmntn;
tujunn penggunaan mformasi;
identitas luin yang diperlulean;

18



10, status informasi untuli mencatal apakeh nformost sudah Bechda di
bawah penguasian pemerintah diserah drau welah didokumentasikan;

11 format informus vang dikuasal;

12 jenis permohonan tntuk mencatal spakah pemohon informist ingin
‘melihat atau mendapatkan salinan informusi

13. keputusn untule mencrima, menolak, ataw menyarankin ke OPD
wian Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah
kewenangan OPD atau Badan Publik lain;

14, alisan penclakan bila permohopan mformas) publik ditolalg

15. han don tangeal pemberitahuan tertulis serta pemberian informas;
dan

{6, bidya seria card pembayvaran untuk mendapatian informas) publil
yang diminti.

Pasul 25

Dalum  hil pemohon informasi publik bermaksud untuk  melihat dan
mengetahui informasi publik, PPID dan/ atau PPID Pemibxanua wajib :

N

memberikan aksew bagi pemohon untuk melihat informasi publik yang
dibutuhkan di tempat ving memadai untuk membuca dan/atau memeriksa
informnss publik yang dimohon,

. memberilan alusan tertulis apabila permohonan informas) publik ditglak;

dein

. memberikan informust tentang tata cara mengajukan keberatan beserty

formulirnya biln dikebendaki

Pasal 26

Dalam hal pemohon informasi publfk memints salinan irformasi, PPID dan/
atau PPID Pembanty widib mengkourdinasikan dan memastikan .

&,

<,

(1

(2

pemohan informasi publik memiliki akses untuk melihat mformos: publitk
ving dibutubikan di tempst yang memadai untuk membaca dan/atau
memeriksa informasi publik yang dimohon;

pemohon  informasi  publik  mendspotkan  salinan  informisi  yang
dibutuhkan;

pemberian dlasan tertulis dengan  mengacu kepuda  Ketentuan apabiia
permohonan informasi ditolak: dan pemberion informasi publik tentang
1ata vira mengajuknn keberitan beserta formulirnys bila dikehomlaki.

Pasal 27

PPID don/ntaud PPID Pembantu wajity memastikkan pemohon mformasd
publik: schagaimana  dimaksud dolam  Pasal 26, dibantu  dalam
molengknpl  persvaratan  peling lambat 3 (tiga) hari  keérfa sejak
permohanian informasi publik diajukan,

PRIO dan/dtud  PPID . Pembanty  wajib  meniastikan permohonan
pomolion informasl publik sebagaimany dimaksud pade ayat (1), tereatat
dulam register permohonin sehagaimann dimaksud dalam Pasal 24,

19



Pasal 28

Dalaty pengelaluan pelaynnan informasi publik dn dokumentass diiaksanadon
sesual alur mekanisme sebagaimana tercantum dulim Lampiran || dan format
Istan sebugaimiha tercntum dalam Lampiran 111 Peraturisn Walikota inl.

(1

(2)

13

(4

(5)

{6}

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Tertulis

Setap permiobonan Informasi publik, PPID dan/atan PPID Rembaritu
waih memiberikan jawnbin pemberitabiinn tertuls.

Pemberitahyan tertulis sebagaimans dimaksud padi ayar (1), berisikan -

woapikah informasi  poblik vang ditninty. beruds  di bawah
Penguasannnyn pray dnk:

B memberitolndknn OPD mariu vang menguasal informas yang diminta
dulom hal informasi tersebut tidik berada di bawals penguasanTitiya;

€. menermi dtabl menolak  permobonun informasi publik berileur
alasannyn;

d. jelusiy atus penghituman/pengabuiran informasi vang dimohon

Ha adn; dan penjelnsan apabile informasi tdak dupat diberikan
Kkarenn belum dikuesai atan belum didokumentasilar.

Pemberituhyian  tertulis sebagaimana dimaksud pada syt (1) dan
ok musi publile yung dimohon disampaikan paling lnmbat 10 {seputiub)

hari kerfu sejak permobotiun diterims.
Datam hal permdbonan informasi publik ditolak, PPID dan/ atau PPID

Pembanty  mengeluarkan  surat  keterangarn sekurang-kurangnia
memunl:

nomor pendaftaran;
man;
alamut,
pekerjuan;
nomor telepon / email;
inforriess vang dibuoublan)
keptitisuh pongiduation dan penplakan informasi;
tlasan pengecualian,

EE TP ANTE

FRID/PPID Pembantd tidsk wajild menanggapi permabonin informasi
yang Lidak dilakukan dengun sanggib-sungguh dan itikad balk.

Permohonun informasi yang tidak: dilakukan: dengan suriggih sungguh
dan ik Baik sebagrimana dimaksud pada ayst (5) adalsh:

wo melakukarl  permohonan  dalam jumlah besar  sekuligux natau
berulang-ulang namun Wk memilikl (juen yang jelas atau tdak
memiliki reloevinsi dengan tujuun permohionin;
b melakukan permohonan diengan tjuan, untuk menggangsu proses
penyelesalan sengkota,
0



(1}

(B

(3)

(1

2

(3}

_BABV
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN

Pengajuan Keberatan

Pasal 30

Pemohon informpsi publik berhak mengajukan keberntan dalam  hal
ditemukannyva dlasan webagal berikut!

w. penolekan atas  permobonan  informasi  publik  sesun  dengan
perunding-undangan;.

b, tidak ditangeapinya permohonan informas: publik;

0. permohonan mformns: publik ditangeapl tidak sebagumang vang
diminta;

d. trdnle dipenuhinya permobonan imformast pubslik;
pieniperidun binyd vang tidak wajar; dan /ot

l’ Ecnvumpman informas| publiik yang melebibi wakty yang dintur dalam
eraturan Inl

Pengejunn: keborutin sebagaimaria dimoksud pade ayst (1), dituyuksn
kepadi wlaxan PPID dan/ atay atasan PPID Pembantu,

Pengujiian keberatan  sebagaimana dimaksud  pada ayasr (1) depar
dikuasdlan kepada pihalk nin yang caknp di hadapan hukum

Bagian Kedua

Pasal 31

Pengujuin keberutan dilakukan' derigan 'cara imengisi formulir keberatan
vang disediagkan olel PPID dan/atau PPID Pembarniiu.

Dulym hal pengajuan keberatan disampsikan sccars tidok terulis, PPID
dan/atau PPID Pembantuy walib membunty pcmmlwn informast publik
yang mengasjukan keberstan atau pihnk yang menerima kudsa untuk

'mcn@nknn formuliv  Keberatan  dan kemudinn  membérikan  nomor

registrinsi pengajuinn keberstan.

Formulir keberatan sebagmmans dimeksud poada ayat (1), sckurane-

Kurungrmys mismig , ‘ |

a. nomar registrast pengajuan keberatan;

b, nomor pendaftarnn permohanan informasi publik;

o maman pengguanaan miormasi publik:

d.sdentitus  lehigkap  pemobiod  informasi publik  vang  iréngajukan
koberatan;

€. ldetititny kuisa pémohon informasl publik yang mengajukan keberatan
Dt aks;

f. nlasan pengajusn keberntun, |
kasus posisi permobionan informasi publik;
Cwaktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh perugas;

= e
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(4l

15)

)

{4

(<)

&)

m

I, houmd dan tinda tangan pemohon informasi pubilik yang métgajukin
keberatan: dan

. ‘hama dan tanda tangan petugas yang meterimi pengajuan keberatan,

PPID dan/jan PPID  Pembanmy wajity memberikan satinan formuhr
keheratan sebaguimana dimaksud pada aynt (3) kepada pemohon
informast publik yang mengsjukan keberatan atau kuesanys sebigal
tanda terima pengajuan keberatan,

Format formulir keberaton sebagnimann dimaksud poadp ayat (3) terdaput
pada Lumpiran [V dan merupakon bagian yang tidak terpisabikan dar
peTRtUman ini.

Formal formulie keéberatan sebdgaimana dirtieksud phdy avat (3), berlaku
pula dalam hal PPID dan/ atau PPID pembeantu menyediakan sarann
pergajuan keberatin melalur ali komunikasi elektronik.

Pasal 31

PPID dan/uthu PPID pembuantu wajib mencatat pengujuan keberatun
dalam reégpster Keberatan. |

Register keberatnn schagmimana dimaksud pada aynt (1), sckurang
Kumngnyw memuat

m nomor registrasi pengajuan keboerntan)

b babggal ditetimanyva keberatan;

identitas lengkap pemohon informasi publik dan/atau kussanya yang
mengujukan Keberatan!

apmor pendafturan permohanan informasi publik;

informast publik vang dimint;

myuan penggungan informasy

nlasan pengajuan kebierntin;

keputusan Tim Pertimbangin;

huri dan tanggl pemberian tanggapan atas keberaton;

wam s posist Tun Pertimbangan; dan

tanggapan Pemohon (nformassi.

r

ki st

Format buku register keberatan sebagaimona dimaksud pada avat {1)
sebagaimann tercantum dalam Lampiran V yung tiddak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 31
Atasan PPIDJPPID Pembanty wajib memberikan tangsupan doalam bentuk
keputizsan rertulis kepada pemohon informasi publik vang mengajukan
eboratan atme pihak yang menerima kunsa selambar-lambatnyas 30 (Lga

pultth) han kera sejak dicatumys pengajunn keheratan terscbut delam
register Reberatan.



(2} Keputusan tertulis sebdgulmonn ‘dimaksud padae avat (1), sekurang-
urnngnviy memunl ¢
. tangeal pembustan surat tanggapan ates keberatan;
b, nomor surat tangeapan aties keboritung
. manggapan/jawabon  tertults Awtsan PPID/PPID Pembantu  atos
keherstan yang dinjukan;
‘d. perintih Atasan PPHD [ PPID Pembantu Kepads FPID dan )/ atau PPID
Pembunta untuk memberikan sebiginn atau selurub informasi publik
yang diminta dalam kal keberatan diterymn; dan

e. lnngk.a waktu pelaksanaan perintah sebagaimana  dimaksud pada
aruf o,

(31 PPID dan/swmu PPID pembantu waiib melaksanakan keputusan tertulis
sebu?nmumu dimaksud pada ayat (1) pada saay ditetapkannya keputusan
I5 terseltaar,

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa

Pasal 32

(1) Pemohon infarmasi publik yang mengajukan keberatan atay pihak yang
menerima Kuusa vangy tidak pudy dengan keputussin PPID dan fau PPID
Pembantu berhak mengajukan peritiohonan penvelesainn sengheta.

(4 Permohonan penyelesaian sengketa sebugmimann dimnksud pada ayat (11,
disumpalkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jewa Bamat, selambot-
lambatayvs 19 {empat belas) hard kerfa sejak diterimanya Keputussn Tim
Pcrhmbungnn

Pasal 33

Atgsan PPID/PPID Pembantu dapat men, nakan sprana komunikasi yang
efektifl dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampugn sumber days
vang dimilikhys

, BAB VI .

(1) Penvampaian informasi publik dapat dilakukan melalui media nternal
dan medin eksternal.

(2} Media ekstemal, sebogaimana dia_ctt,utknn avat (1) harus memenuhi
Kriteria sebagni e riteut!

a. memiliki Tapda Daftar Perusahsan;

b memiliks Surat Tz Usaba Perdagangan Bidang Usaha Penerbitan;
¢ méniliki NPWP pertsalinan;

. moemiliki akts notaris untuk pendinian;

e memiliki kefelnsan struktur organisast perusahaan,
3



(@) Petientusn medin Eksternal  Jugs  mempertimbeangkon  bebernps  hal
berileut:

o jumleh kopi surat kabar ateu majnlil yang dijusl dan wilayah
distribusi untuk media cotak;

b, jungkeuan sinran untak medio elekironik;

o jurlah kunjungan antuk media onlihe.

Pasal 35

Penyampaian informas) publik  sebagaimann dimaksudkan dilam Pasal 34
avat (1) dapat berbentuk iklan, berita, banner, tulisan berjulan, artikel,
pariwars dan bentuk komunikasi lainnya.

Pasal 36

(1] Dolam penentuan materi untuk penyampaian informasi publik, PPID
dapat berkoordinast dengan PPID Pembantu,

(2) Matedi Uik penyampaian informasi publik vang dkan tavang baik di
medin internal drhu medin eksternal harus memenuhi ansur:
& kesesuaian dengan jents-jenis informas) publik;

akeurat dan actual,

bjeRtif]

pduleatif;

porsuasil]

[ udak mengandung nilai Buku, Agama, Res; dan Antar Golongan.

-V N -

Pasal 37

(1) Pemusargan infortnsi publik di media cksternal dipat dilikukan melaiul
inisintif PPID/PPID Pembantu atau indsiatif media cksternal

() Besaran hargs untetk pemasangan informasi publik di medin eksternal
mengoeu pada standar harga tertingdi yang ditetapkan Walikota.

13] Media ekstecinl yang akan mensvongkun informassi publik, feras
mendapatkan perdetujuan PPID/ PPID Pembianta,

(4] Penenfuan media cksternal yang pkan dipergunakan aleh PPID [/ PPID
Pemnbantu dilaksanakan sesund dengan ketentian, peraturan perundang-
undanggum.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38
Pembiayann pengelolian  pelayanan informesi publik dun dokumentast di

lingkungan Pemerintoh Kotd Bogor dibebankan pada Angguran: Pendapaian
dun Belahja Dacrah Kown Bogor.

n



(3)  PPID pembantu membunt leporan schagaimang dimaksud ayat (1) dalam
bentuk.
. ringkasan mengendl gambaran umum pelaksamaon layanan [nfarmasi
Publik masing masing OPD,; dan
b. laporan lengkap yang merupalkan gambaran  uwuh peliksanssn
layanan Informsst Publik masing-masing OPD.

(B) Laporan sebpgaimine dimaksud peda dyat [1) merupakan bagian dar
Infarmust Publik vang wajib tersedia sctiap snat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40
Permphgnan Informast Publik yang masih dalam proses pelayanan sebelum
prmturan inl diundangkan, tetap diproses sesual dengan ketentuan peratiran
perundang-undangn,

Pasal 41
Peraturan Walikots ini mulid berlako pada imggal 1 Januarn 2014,

Agar setinp orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Pcmgumn
Willikota inf dengan penempatannya dalim Berita Daerah Katis Bogor.

f‘f‘.c'\;-\-—-waj%nml 23 pUfiem str a0y

Diundangkan di Bogor
paida tangesl
Pl SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ADE SARIF HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR  SERI

6



(1)

12

(4]

BAB VIII

Pasal 39
FPID pembantu menysmipaikan laporan secam berkals kepada PPID,

Laporan’ schaguirnana dimaksud poada dval (1), sebagal bahan laporan
penyelenggara peloyvanan informasi publik kepada Walikora oleh PRID.

Salinan |eporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepadi Komisi lnformasi Jawa Bart.,

Laporon sebagaimona dimoksud  pads avar (1), selurang-Kuringnya
memst; '
a. gartibbrin mum’ kebliokan pelavanan Infarmasi Publik di PFemerintah
Kata Bogor| '
b. gambaran Umium pelaksiniran pelayanan Informasi Publik, sntara lain;
h 8 sarann dan prasamns pelsyaoon Informast Publik vang dimailiki
Beserta Kondisinva,
4o sumber days manusia vang menungani pelavanan Informasi Publik
beserta kuplifikasinys;
3. angearan pelayanan informusi serta lngoran pehggunannnya,
. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing OPD yang mefiputi:
I umdah permohonan Inforoas) Publik
2 owakoy vang diperlukan dalam memenuhl seting permohonan
Informasi Publile denigan kiasifikog tertentu ’
3. jumlah permohonan Informasl Publik vang dikabulkan batk sebagian
atadd sellrulitive, dan' _
4 jumlsh  permohonan  Informasi Publik  vang  ditelak  beserta
alasannyi.

d. rincian penyvelesaian sengketu Informasi Publik, meliputi;
L. jumlih keberatan yang diterima;
< tanggapan atas keberatan yvang diberkan dan pelaksansannyn
nleh badan publik;
3. jumlsh permchornun penyelesainn sehigketa ke Komisi Infurmusi
yang  berwenang: |
4. hasil medinsi danfatan keputusan ajudikast Komisi Informasi
anng drwenang dan pelaksanaonya oleh badan publik,
5. jumlali gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6. hanid putusan pengadilen dan pelaksannannyn aleh budan publil;
. kendaln cksternal dan internal dalam pelaksansan layanan Informasi
Publik;

L rekomendssi dan rencana Hndak lanjut untuk meningkatkan kualins
prlavarsn informasi.



LAMPIRAN |  PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR i 4] Tahus 2013
TANGGAL 2% I Sdeskxe 2o 13
TENTANG i TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI INGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR
DAFTAR INFORMAS! PUBLIK®
No. Ringkasan isl informasi Pejabat/Unit/Satker yang Fenanggungjawab Waktu dan Bentuk Informas| Ianghka Waktu Penyimpanan
menguasal informasi pembuatan atau tempat yang tersedia “atau Retensi Arsip
penerbitan informasi- pembuatan

informasi

KETERANGAN ;
*Farmat ini adalah format Dattar Informasi secara manual, Badan Publik dapat meagembangkan dalam farmat lain, misalnya secarz komputesssasi yang harus terap dapat diakses oleh

publik serta mencakup unsur-unsur yang termeat dalam format ini,




LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 1 q m\\I-LV\ To%

TANGGAL 2L DLNim e T5LS
TENTANG + TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK O LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BOGOR

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMAS! PUBLIK DAN DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

FEMOMON
INFORMASY
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA 80GOR
FORMAT FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA)
KOTH NOGON PEMERINTAK KOTA BOGOR

SEXRETARIAT DAERAH
IL, Ir. M. Juanda No. 10
Telp. 0251-8321075 Ext. 245 Fax 0251-8326530
BOGOR 16121

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOMONAN INFORMASI

A INFORMASI PENGAIU KEBERATAN
Nomor Registrasl Keberatan : (dus: petypas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan
Informasl
Tujuan Penggunaan Infarmas
Identitas Pamahon

Nama

Aamat

Pekerjasn

Nomor Telepon
identitas Kuasa Pemohan**

Mama

Alamar

Momar Telepon

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN®**

a. Permohonan Informasi ditolak,

b. Informasi barkala tidak disediakan

¢. Permintaan Informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e Permintaan informasli tidak dipenuhi

f. Biayayang dikenakan tidak wajar

| & Informasi disampaikan melebihl angka waktu yang ditentukan

C  KASUS POSIS! (tambahkan kertas bila periu)

D. HARI/ TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggall, [bulan], [tabun], [diivl oleh
M]. LR

Demiking keberatan ini says sampaikan, atas perhatian dan anggopannya, sayi ucapkan teamma kagh,



ftempat], ... ~(tanggal], [bulan), [tzhun|**

Mmt.m. LA A AL Al
Petugas Infarmasi Pengzju Kebaratan
{Penerima Keberatan)
{ : ) ( i ]
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN'

L

Absnar

Namor register penigaluan kebsratan tity berdasarkan buka register pangijuan keberatan
Identitas huase permohon dilst jika ada kuasa pemohonnya dan melampiran SUmt Kuass

Sesbia) dengan Pasal 35 UU XIP, dipllih oleh pengaju keberatan keberatan sesual dengan
aldsan kehetatan yang Winjukan

Dils} sesuai dergon hetentuan jangke waktu datam UU KIP

Tangia! dilsl dengan tanggal diterimanys pengajuan keberatan yaity seixk keberatan
dinyata¥an léngiap « =uudi dengan buku register pengajuan kebsratan

Dalam hal kelleratan disjukan secara langsung, maka farmulir Nebératan Juigs divandatangan|
Dleh pEtugas yEng mensrirma pengajuan kaberatan’

WALIKOTA BOGOR,

}ouwni suoiaro

|



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKDTA BOGOR

NOMOR:

TANGGAL

TENTANG s TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

REGISTER KEBERATAN*

No. | Tgi. | Nama

Alamat | Nomor | Pekerjaan No. Informasl Tujuan

Alasan Pengajuan Keberatan Keputusan | Maridan

Kontak Pendaftaran | yang | Penggunaan (Pasal 35 syat (1) UUHGP | Atasan PPID | tanggal
permohonan | dimints | Informasi Pembetian
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